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PERATI'RAIT BI'PATI JENEPONTO
NOMOR b TAIIUN 2018

TEITTANG

TATA CARA PEIUBAGIAIT DAIY PENETAPAIT RIITCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEIT JEIYEPIOTYTO TATIUIr AIYGGAIIAIr 2OTA

DENGAN RAIIUAT TI'I{AIY YAITG UATIA ESA

Menimbang : a.

BUPATI JEITEPONTO,

bahwa berdasarkan Pasal L2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6O Tahun 2074 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2Ol8;
bahwa berdasarka$ pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Jeneponto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18221;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7 Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2oL4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan -ndang-
undang Republik Indonesia Nomor Og tahun 2O1S
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 ?ahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat : 1.

b.

2.



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun
2Ot4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

5. Perat'aran Pernerirrtah Reprrblik Indonesia Nomor 43
Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor L23, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negam. Republik Indonesia Nomor 57L71;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2A16 firmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 586a);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor IOT
Tahun 2OLT tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
B,elanja Negara Tatnrn Anggaran 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 2aa\

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor I 13 Tahun 2A14 kntang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 2093l.;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
SO/PMK.O7 l2OL7 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 537) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
225|PMK.OT /2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07 /2OLT tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L97Ol;

L0. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.OT / 2Ol7 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 1884);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
226|PI*[K..O7 I 2AV tentang Perubahan Rincian Dana
Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun zOtT Nomor l97ll;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2OL7 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2Ol8 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1359);



Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukrrm Daerah
Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2013 Nomor 2l9l;

1.4. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2016 terrta*g Pernberrtuka:a dan Srrsr.rrran Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2OL6 Nomor 2a6l;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2Al8 Nomor 26Ol;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun
2078 tentang Penjabarara Anggaran Pendapatan dalr
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor O1).

MEIEUTUSKAIY :

PERATURAIT BI'PATI JENEFOIT?O TEII"AITG TATA CARA
PEIBBAGIAI{ DAIT PENETAPAIT RINCIAN DANA DffiA
SEIIAP DESA KABUPATEIT JEilEPOITTO TAIIUN
ANGGAR'T*I5 2018.

BA.B I
KEIENTUAIT IIMU}I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

deagan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatrran masyarakat hulnrm yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalarn sistem pemerintahan Negara Kesab.lan Reptrblik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
darr Belarrja Daerah kabupatenlkota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan rrama lain dibantu perangfuat Desa sebagai llrrstlr
penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Dssa yang ditotapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.



5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang
Selanjutnya Disingkat Apbdesa, Adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

6. Alokasi Dasar Adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
a.nggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah Desa
secara Nasional.

7. Alokasi alirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggr

8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
mernperhatikan jumlah Penduduk Desa, angta
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat
kesulitan geogralis Desa setiap Kabupate n I Kota.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan u€rng
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada BANK yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat pemyimpanan uang Pemerintah
Desa yang mefia:mpung seluruh penerimaan Desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disingkat IKG Desa adalah angka synag mencerrninkan
tingkat kesulitan goografis susatu Desa berdasarkan
variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktrrr, transparansi, dan komunikasi.

BAB II
PEIYETAPAIT RIITCIAIY DAITA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2OL8, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan ..

a. Alokasi Dasar;
h. Alokasi Alirmasi; dan
c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geogralis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten/kota diba$ jumtah desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 1O7



Tahun 2ol7 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggr.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

AA per Desa : AAKs67K61s / {{2. DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Alirmasi per Desa
AAr,b/rota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam

Lampiran Perpres mengenai Rincian
APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggr

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tirrgg, dihitung
sebesar I (satu) kali Alokasi Alirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggr dihitung
s,eh,esar 2 (dr.ra) kali Alokasi Af,rmasi pe,r Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan
Jumlah Penduduk Miskin Tinggr adalah Desa ?ertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
X<emiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersrmb,er dafl kernenteriarr yang berwenang
danlatau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

ksal 6
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dirnaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut;
AFDesa = (O,1O * 27) + (O,5O * 22) + {O,15 " 23} * (O,25 * z,4fi *,qF

KablKota



Keterangan:
AF Desa
&t

Z2

Alokasi Formula setiaP Desa

rasio .iumtrah penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk Desa kabupaten'

rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa

kabupaten.
rasio luas witayah setiap Desa terhadap

total luas wilayah Desa kabupaten'

rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabupaten.
Alokasi Formula kabuPaten'

23

AF Kab/Kota =

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 hurLf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang

dart/ atau l,embaga yang menyelenggatakan urusan

Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OL8 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

fidak terpisahkan dari Perabaran Bupati Jeneponto ini'

BAB III
PEIYYALURAN DAITA DESA

Pasal 9

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke
RKD.

i2) penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling larrra 7
(tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima dari RKUD.

{3) Penyaluran Daaa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan 3 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar ZOa/o (dua puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 4OVo (empat
puluh persen); dan

c, tahap III paling cepat bulan Juli ssbssox lOYo (empat
puluh persen).

(4) penyaluran dana desa RKUD Ke RKD dilaksanakan
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan



penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa, peraturan desa mengenai APBDesa

dari Kepala Desa;
b. tahap II berupa, laporan realisasi penyerapan dan

capaian output dana desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa, laporan realisasi penyerapan dan
capaian output dana desa sampai dengan tahap II
dari Kepala Desa.

(5) laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana
desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75o/o (t:.tjuh puluh lima
persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling sedikit 5O% (lima puluh persen).

(,6) capaian output sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan;

(7) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan
dan capaian output; dan

(8) dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
Kementerian / kmbaga terkait.

BAB TV

PEITGGUITAAIT DAITA DESA
Pasal 1O

{ 1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi :

a,. Kegiatan bidang pembangunan desa meiiputi :

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan linglmngan perrmrkirna:r,
transportasi, energi serta informasi dan
komunikasi;

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan
masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan;

3)Pengadaan, pernbangut)-dr7., pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :

a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif



b.

untuk ketahanan Pangan;
b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif

meliputi aspek produksi, distribusi dan
pemasaran Yang difokuskan kePada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

c) Usaha ekonomi non pertanian berskala
produktif meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran yang difokuskan pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau Produk unggulan kawasan
perdesaan.

4)Pengadaaar, pembangunan, pengembalxgan dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebuhan kesiapsiagaan bencana alam,
penang€rnan bencana alam dan pelestarian
lingkungan hidup;

5) Pengadaan, pembangunall, pengernbangan, dan
pemeliharaan sar€ura prasarana lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa.

Bidang Pemberdayaart Masyarakat meliputi :

1) Peningkatan partipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;

2) Pengembangan kapasitas di Desa meliputi :

pendidikan, pembelajaran, pelatihan, pen5ruluhan
dan bimbingan teknis dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat
Desa;

3) Pengembangan dan ketahanan masyarakat Desa;
4) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi

Desa;
5) Dukungan. pengelolaan kegiatan pelayanan sosial

dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempu€rn dan anak, serta
pemberdaya€rn masyarakat marginal dan anggota
masyarakat desa penyandang disabilitas;

6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

7) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha
ekonomi produktif ynag dikelola oleh BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama;

9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat desa lainnya;

1O) Pengembangan keda sama antar Desa dan kerja



tz\

(3)

sarna Desa pihak ketiga; dan
11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarkat desa

lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan
Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaima.na dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa.

hsal 11

(U Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggungiawab atas penggunaan Dana
Desa.

(:2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa

BAB V
PELITPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.

(2l I.aporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.laporan realisasi penyerapan dan capaian outprut
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b.laporan realisasi penyerapan dan capaian outtrrut
Dana Desa tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun a;l,g€ar.alc_ sebelumaya sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 huruf a disampaikan paling



lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggara:a ber3alalir.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian outpttt setelah
batas waktu penyampatan Iaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

BAB VI
SAITKSI
Pasal 14

( 1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan p,enyalrrran Dana Desa se.bagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun €rnggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap l, penyaluran Dana Desa
tahap I tidak dilakukan.

ia) Datam hal sarnpar dengan rninggu p,ertama bulan Jtili
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3O% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD-

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3f dan ayat (4) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Danra Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (41 tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sehagaimana dimaksrrd pada ayat (t) hr.ruf
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di



daerah dalam hat terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran danl atau penggunaan Dana

Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

disampaikan kepada Bupati yang ditembuskan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(l)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:
a. dokumen persyaratan

dimaksud dalam Pasa1

diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

kurang dari atau sama dengan 30olo; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

daerah.
{2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (1) huruf a
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan rnenjadi sisa Dana Desa di RKUD.

{3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

{4)Bupati memberita}rukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

paling lambat akhir bulan November tahun anRgaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
Rancangan APBDesa tahun anggar€m berikutnya.

{5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam rancangan
APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

{6)Dalam ha1 Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran
berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran
sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

{1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

penyaluran sebagaimana
L4 ayat (U huruf a telah



penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2)Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (U dilakukan pada penyaluran

Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3)Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETEIITUAIT PEITUTI'P

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
menempatkannya

orang mengetahui, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal I Fes3;ta*t 2018

di Jeneponto
9 FEBRLIIRT 20L8

ARIS DATRAIT
JENEPONI1O

BTRITA DAERA}I KABTIPATTN JENTFOIITO TAIIUN 2(}18 NO}IOR...4...

KA$riBiii FlH, il$ i:0il;{, itUlfiJl{l

Diu
pada

Plt.
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